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Abstrak
 

Dalam perkembangannya, perkawinan beda agama banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan

bermasyarakat. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada mengatur

secara lengkap dan jelas mengenai perkawinan beda agama hanya tersirat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan pengaturan mengenai larangan

perkawinan beda agama. Yang akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini adalah bagaimana perceraian dan

keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan di dua tempat yaitu di Kantor Urusan Agama dan

Kantor Catatan Sipil.

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif

dengan tinjauan terhadap hukum perkawinan Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan

analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa isi peraturan perundangundangan yang berkaitan

dengan perkawinan beda agama yang dicatatkan di dua lembaga perkawinan guna mengetahui apakah ada

kesesuaian yang terdapat antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk sahnya suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan perkataan lain kalau perkawinan tidak dilakukan

menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan

perkawinan tersebut dapat di batalkan, untuk keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dua kali

dengan dua kali pencatatan pada dua lembaga perkawinan maka yang sah adalah perkawinan yang terakhir,

bila terjadi perceraian maka yang menjadi dasar untuk pengajuan gugatan cerai adalah akta perkawinan yang

terakhir sebagai bukti perkawinannya yang sah menurut hukum dan agama.

Pada akhir penulisan diperoleh kesimpulan bahwa hendaknya dilakukan penyempurnaan sistem administrasi

yang ada pada lembaga pencatatan perkawinan, sehingga terjadi konektivitas data antara Kantor Urusan

Agama dan Kantor Catatan Sipil atau dengan kata lain, data yang ada atau telah lebih dahulu dicatatkan

pada Kantor Urusan Agama secara otomatis akan bisa terdeteksi dan terbaca oleh Kantor Catatan Sipil dan

tidak akan dicatatkan kembali.Sehingga tidak akan terjadi dua kali pencatatan perkawinan.
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